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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penetilitian yang telah dilakukan, adapun beberapa hal yang 

dapat disimpulkan, yaitu: 

1. Perlindungan hukum terhadap kualitas air Sungai Mahakam dari kegiatan 

pengelolaan lahan di Kota Sendawar telah berjalan dengan baik sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-

undang Nomor 32 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

Nomor 02 Tahun 2011. Namun perlu ditingkatkan dalam hal pencegahan 

dengan cara memperketat pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku 

kegiatan yang berpotensi mencemarkan. 

2. Kendala bagi perlindungan hukum terhadap kualitas air Sungai Mahakam 

dari kegiatan pengelolaan lahan di Kota Sendawar meliputi Faktor 

Internal, disebabkan karena adanya keterbatasaan alat dan laboratorium 

untuk pengujian. Faktor Ekstenal, disebabkan karena kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan baik. 

Contohnya kebiasan masyarakat  membuka lahan baru dekat badan 

sungai, kebiasaan alih fungsi lahan oleh perusahaan dan kebiasaan 

masyarakat membuang sampah kesungai. Sedangkan solusi yang dapat 

dilakukan seperti: a. pengadaan alat ukur yang memadai; b. 
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Meningkatkan program sosialiasi ke masayarakat tentang menjaga 

lingkungan dan tidak buang sampah ke sungai dan membentuk Kelompok 

Peduli lingkungan/Pokja DAS/Kelompok Peduli Sampah; c. 

Meningkatkan perlindungan terhadap kualitas air sungai dengan cara 

memperketat pemberian izin pembuangan air limbah ke sungai dengan 

memperhatikan kondisi Daya Tampung Beban Pencemaran Air; d. 

Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki izin dan 

melakukan upaya pencegahan pencemaran akibat kegiatan pembangunan; 

e. Melalukan Rehabilitasi dan konservasi daerah tangkapan air di daerah 

hulu. 

B. Saran 

Bagi Dinas lingkungan Hidup Kutai Barat perlu ditingkatkan kembali 

pemantauan dan pengecekan agar potensi pencemaran kualitas air sungai di 

mahakam semakin rendah. Hal ini perlu dilakukan karena banyak yang 

bergantung pada air sungai mahakam. 
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Lampiran 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Tujuan :  

Memperoleh informasi dan data mengenai penerapan perlindungan hukum bagi 

kualitasa air Sungai Mahakam terhadap pengelolan lahan di Sendawar.  

 

B. Pertanyaan panduan :  

Ditujukan kepada pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat, Bidang 

Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 

a. Identitas Diri  

1.  Nama :  

2. Jabatan :  

b. Pertanyaan penelitian  

1. Apa saja kegiatan pengelolaan lahan di Sendawar ? Dan jelaskan juga 

berapa luas penggunaannya!  

2. Bagaimana kondisi kualitas air sungai Mahakam yang berada di daerah 

Sendawar? 

3. Apa saja yang dilakukan untuk menjaga kualitas air sungai tersebut? 

Landasannya apa? 

4. Apakah ada kegiatan pengelolaan lahan yang berdampak pada kualitas air 

sungai? Jika ada jelaskan! 

5. Apakah pernah terjadi pencemaran di sungai Mahakam dari kegiatan 

tersebut? 

6. Bagaimana pengendalian terhadap dampak pengelolaan lahan terhadap 

kualitas air sungai? Apakah dari program kerja di DLHK? 
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7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui aturan untuk menjada kualitas air sungai 

sebagai landasan perlindungan hukumnya? 

8. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukumnya? Apakah menurut 

Bapak/Ibu sudah berjalan baik? 

9. Apakah ada kendala dalam melaksanakannya? 

10. Apa solusi yang bisa ditawarkan dalam mengatasi kendala tersebut? 

 

 

 

 


